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AAN PRODUK BARANG DAN JASA
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PRODUK BARANG:

maupun tidak terwujud baik Setiap layanan yang be
pekerjaan atau prestasi
disediakan bagi
masyarakat/Pelaku Usaha

dimanfaatkan oleh konsume

bergerak maupun tidak bergerak,
dapat dihabiskan maupun tidak
dapat dihabiskan, yang dapat untuk
diperdagangkan, dipakai,
dipergunakan, atau dimanfaatkan
oleh konsumen



Pilihan Transaksi Konsume

Apa saya harus DEMO juga - AZA DA
'/\‘Jmﬁgcz banyak toko ONLINE?? com | Effortless Shopping




Menyebarkan Penawaran
Bohong dan Menyesatkan
Yang Mengakibatkan
Kerugian Konsumen

Setiap Orang
gaja dan tanpa
an berita bohong
esatkan yang
patkan kerugian
en dalam Transaksi

Elektronik sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1)
dipidana dengan pidana penjara

paling lama 6 (enam) tahun
dan/atau denda paling banyak
Rp1.000.000.000,00 (satu miliar
rupiah).



enggara Sitem

Pelayanan Publik Komersial

e Pasal 5 ayat (1) e Pasal 5 ayat (2)
Penyelenggara Sistem Penyelenggara Sistem
Elektronik untuk pelayanan Elektronik untuk
publik melakukan nonpelayanan publik
pendaftaran. melakukan pendaftaran.




Tepat Harga

Tepat Mutu

Tepat Waktu
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Sesuai antara harga yang tercantum da
mini market/giant dengan struk pembayaran di kasir,
antara volume / timbangan / isi kemasan dengan ketera
isi pada label. Ancamannya menjadi penghuni neraka wel
dalam al-Qur’an surat 83 al-Muthoffifin. Jika rumah wajib

sesuai dengan janji-janji yang tertera dalam brosur.

Tidak menggunakan bahan-bahan yang dilarang
seperti formalin/boraks yang bahaya bagi kesehatan /
keselamatan jiwa, menyembunyikan cacat barang/kekurangan
jasa. Jika rumah, mutu material bangunan wajib sesuai

brosur.

Tidak menyalahi janji waktu penyelesaian
pembangunan rumah. Padahal konsumen telahmembayar uang
pemesanan, uang muka dan uang pelunasan cicilan, namun
bangunan rumahnya tidak jelas. Prinsip “ada uang ada rupa
rumah” harus benar-benar diterapkan dalam bisnis
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m KEWAJIBAN KONSUMEN
2.

1.  Membaca dan mengikuti petunjuk

informasi dan prosedur pemakaian 3.

atau pemanfaatan barang dan/atau

jasa demi keamanan dan keselamatan. 4
2. Beritikad baik dalam melakukan

transaksi pembelian barang dan/atau 5

jasa. ’
3. Membayar sesuai dengan nilai tukar 6

yang disepakati. )
4. Mengikuti upaya penyelesaian hukum v

sengketa perlindungan konsumen ’

secara patut.

8.

DELAPAN HAK KONSUMEN

Hak atas kenyamanan, keamanan, dan
keselamatan.

Hak untuk memilih barang dan/atau
jasa.

Hak atas informasi yang benar, jelas dan
jujur.

Hak untuk didengar pendapat dan
keluhannya.

Hak atas advokasi, perlindungan, dan
upaya penyelesaian hukum.

Hak untuk mendapatkan pembinaan dan
pendidikan.

Hak untuk diperlakukan atau dilayani
secara benar dan jujur serta tidak
diskriminatif.

Hak untuk mendapatkan kompensasi,
ganti rugi dan/atau penggantian.




1. Tahapan pra transaksi

2. Tahapan proses transaksi

3. Tahapan pasca transaksi




1.Hak untuk mendapatkan informasi
yang benar, jelas dan jujur,

2.Hak untuk memilih barang dan/atau
jasa sesuai dengan nilai tukar dan
kondisi serta jaminan yang dijanjikan,

3.Hak untuk mendapatkan pembinaan
dan pendidikan konsumen.

»Membaca atau mengikuti petunjuk
informasi dan prosedur pemakalan
atau pemanfaatan barang dan/jasa,
demi keamanan dan keselamatan.

1.Beritikad baik dalam melakukan
kegiatan usahanya,

2.Memberikan informasi yang benar,
jelas dan jujur mengenai kondisi dan
jaminan barangdan/atau jasa serta
memberi penjelasan penggunaan,
perbaikan dan pemeliharaan,




1.Hak atas kenyamanan, keamanan, dan
keselamatan dalam mengkonsumsi barang
dan/atau jasa,

2.Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya
atas barang dan/atau jasa yang digunakan,

3.Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar
dan jujur serta tidak diskriminatif,

4.Hak untuk mendapatkan pembinaan dan
pendidikan konsumen.

1.Beritikad baik dalam melakukan transaksi
pembelian barang dan/jasa,

2.Membayar sesuai dengan nilai tukar yang
disepakati

a.
1.Memperlakukan konsumen atau melayani

konsumen secara benar dan jujur serta
tidak diskriminatif,

2.Menjamin mutu barang dan/atau jasa
yang diproduksi dan/atau diperdagangkan
berdasarkan ketentuan standar mutu
barang dan/atau jasa yang berlaku,

3.Memberi kesempatan kepada konsumen
untuk menguji, dan/atau mencoba barang
dan/atau jasa tertentu serta memberi
jaminan dan/atau garansi atas barang yang
dibuat dan/atau yang diperdagangkan.




1.Hak untuk mendapatkan advokasi,
perlindungan, dan upaya penyelesian
sengketa perlindungan konsumen secara
patut,

2.Hak untuk mendapatkan kompensasi,
ganti rugi dan/atau penggantian, apabila
barang dan/atau jasa yang diterima tidak
sesuai dengan perjanjian atau tidak
sebagaimana mestinya,

3.Hak-hak yang diatur dalam ketentuan
peraturan perundang-undangan lainnya.

»Mengikuti upaya penyelesian hukum
sengketa perlindungan konsumen secara
patut (Badan Penyelesaian Sengketa
Konsumen/BPSK yang sudah ada di Jatim:
Surabaya, Malang dan Kediri atau melalui
Pengadilan Negeri setempat)

1.Memberi kompensasi, ganti rugi
dan/atau penggantian atas kerugian
akibat penggunaan, pemakaian dan
pemanfaatan barang dan/atau jasa
yang diperdagangkan,

2.Memberi kompensasi, ganti rugi
dan/atau penggantian apabila barang
dan/atau jasa yang diterima atau
diamanfaatkan tidak sesuai dengan
perjanjian.




Melanggar Kewajiban Pelaku Usaha

Bertitikad baik dalam melakukan
kegiatan usahanya,

Memberikan informasi yang benar, jelas

dan jujur,
Tidak diskriminatif,
Menjamin mutu barang dan/atau jasa,

Memberikan kesempatan konsumen
untuk menguji,

Memberikan kompensasi atau ganti rugi,

Melanggar Perbuatan yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha

Pasal 8 ayat (1) menyatakan bahwa
pelaku usaha dilarang memproduksi
dan/atau memperdagangkan barang
dan/atau jasa yang tidak memenuhi
atau tidak sesuai dengan standar yang
dipersyaratkan oleh ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Pasal 8 ayat (3) menyatakan bahwa
pelaku usaha dilarang
memperdagangkan sediaan farmasi,
dan pangan yang rusak, cacat atau
bekas dan tercemar, dengan atau
tampa memberikan informasi secara
lengkap dan benar.

Melanggar Ketentuan Klausula Baku

Pasal 18 ayat (3) menyatakan bahwa
setiap klasula baku yang telah
ditetapkan oleh pelaku usaha pada
dokumen atau perjanjian yang
melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
dinyatakan batal demi hukum.

Pasal 18 ayat (4) menyatakan bahwa
pelaku usaha wajib menyesuaikan
klausula baku yang bertentangan
dengan undang-undang ini

Melanggar Tanggung
Jawab Pelaku Usaha

Pasal 19 menyatakan:

Pelaku usaha bertanggung jawab
memberikan ganti rugi atas kerusakan,
pencemaran, dan atau kerugian konsumen
akibat mengkonsumsi barang dan atau
jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.

Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat berupa pengembalian uang
atau penggantian barang dan/atau jasa
yang sejenis atau setara nilainya dan
lainnya.




m Sanksi Pelanggaran Pasal Pelanggaran Jenis Sanksi Tuntutan/Gugatan

Pelanggaran terhadap Pasal 19 ayat (2) Sanksi administratif berupa penetapan
1 Sanksi Administrasi dan ayat (3), Pasal 20, Pasal 25 dan ganti rugi paling banyak Rp
Pasal 26. 200.000.000,00 (duaratus juta rupiah).

Pelanggaran terhadap Pasal 8, Pasal 9, Dipidana dengan pidana penjara paling
Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, lama 5 (lima) tahun atau pidana denda
Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua
huruf ¢c,huruf e, ayat (2) dan Pasal 18.  milyar rupiah).

Pidana Penjara 5 Tahun
2 atau Pidana Denda Rp.
2M.

Dipidana penjara paling lama 2 (dua)
tahun atau pidana denda paling banyak
Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta
rupiah).

Pelanggaran terhadap Pasal 11, Pasal
12, Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal
16, dan Pasal 17 ayat (1) huruf d dan
huruf f

Pidana Penjara 2 Tahun
3 atau Pidana Denda Rp.
500juta.

Memberi ganti rugi akibat kerugian
Pelaku usaha yang terbukti melanggar =~ pemanfaatan barang dan/atau jasa;

4 Ganti Rugi Pasal 19 ayat 4, 20 dan Pasal 21, Memberi penggantian apabila barang
dengan pembuktian terbalik. dan/atau jasa yang dimanfaatkan tidak

sesuai dengan perjanjian.



Pasal 46 ayat (1): Gugatan atas pelanggaran pelaku usaha

- dapat dilakukan oleh: -

Seorang konsumen yang dirugikan atau ahli waris yang

- bersangkutan; -

Kelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang

- sama; -

Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang
memenuhi syarat, yaitu berbadan hukum atau yayasan;

Pemerintah dan/atau instansi terkait apabila barang dan/atau jasa yang
dikonsumsi atau dimanfaatkan mengakibatkan kerugian materi yang besar
dan/atau korban yang tidak sedikit.




PENYELESAIAN DI LUAR PENGADILAN

Melalui Lembaga Perlindungan
Konsumen Swadaya Masyarakat
(LPKSM) di daerah setempat

Melalui Badan Penyelesaian Sengketa
Konsumen (BPSK) di Kota /Kabupaten

Bagaimana jika konsumen vs pelaku
usaha tidak ada kesepakatan?

PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN
DI PENGADILAN UMUM

Dilakukan oleh konsumen sendiri secara
indivdual

Dilakukan oleh konsumen secara
berkelompok (class action)

Dilakukan oleh LPKSM (Lembaga
Perlindungan Konsumen Swadaya
Masyarakat)

Dilakukan oleh Pemerintah




Mediation-Konstliasi — Mediast -
PN Sengketa Kons

Proses ) >
Pemeriksaan )
Administrasi &
Formalitas Pilih

_ MEDIASI - _
oleh Sekretariat KONSILIASI SEbE ajukan ke:

BPSK ABRITASE

Berhasil

B PN

- L

Proses Pemeriksaan
Substansi Sengketa
aliiy MGujelity Melyiis

s B

PUTUSAN
BPSK




adalah proses

penyelesaian sengketa
konsumen di luar pengadilan

dengan perantara BPSK

untuk mempertemukan para

pihak yang bersengketa, dan

penyelesaiannya diserahkan
kepada para pihak

adalah proses
penyelesaian sengketa
konsumen di luar pengadilan
dengan perantara BPSK
sebagai penasehat dan
penyelesaiannya diserahkan
kepada para pihak

adalah proses
penyelesaian sengketa
konsumen di luar pengadilan
yang dalam hal ini para pihak
yang bersengketa
menyerahkan sepenuhnya
penyelesaian sengketa
kepada BPSK




Ada Perbuatan Ada Kerugian
Pelaku Usaha Konsumen Bukan

Melanggar Hukum Kesalahan
(PMH) Konsumen




Capaian Hasil Mediasi

Gugatan Utk dapat ganti
Konsumen sbg rugi,
masukan kompensasi &
perbaikan jaminan
produk & kejadian serupa
pelayanan kpd tdk terulang
konsumennya lagi
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Waktu Penyelesaian Sengketa Konsumen

Sampai Putusan MA

Gugatan 7
Konsumen PUEISEn!

melalui BPSK VA

hari
kerja

MA
14 hari
Putusan :ara :::ihak kerja
BPSK AP »
PN
ha PUCUSan:
2N

mengajukan

Keperatan

Kerja
Final & i
Megikat:

Pelaku Usaha menerima putusan

7 hari

kerja X BPSK menyerahkan putusannya kepada penyidik
sesuai Hukum Acara Pidana, ancaman kurungan

Pelaku Usaha wajib 5 th dan/atau denda Rp. 2 miliar
melaksanakan putusan




LPK Jatim

Tercapai Kesepakatan
1. Kompensasi
2. Mengembalikan Uang

Catatan: Pengaduan tidak dipungut biaya




e UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHU
2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11
TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Pasal 40 ayat (1) menegaskan:

e PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 82
TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM DAN
TRANSAKSI ELEKTRONIK Pasal 5 ayat (1) menyatakan:
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